WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR % TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA, KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Menimbang

Mengingat

a.

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan
wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada Para Pejabat
Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
bahwa dalam rangka efektivitas pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan
Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang, agar berkesesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Palembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....



10.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota
Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan  Kedua atas Peraturan  Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
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Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA, KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota

Palembang Tahun 2017 Nomor 31), yang telah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018
Nomor 29);

b. Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2018 Nomor 87);

c. Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor
4);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota yang wajib

menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a. Wali Kota;

b. Wakil Wali Kota;

c. Pejabat Eselon II;

d. Auditor;

e. Pejabat Eselon IV pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

f. Pejabat Eselon IV pada Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah;

g. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah;

h. Pejabat Eselon III dan Pejabat Setara Eselon IV di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah;

1. Pejabat.....
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i. Pejabat Eselon III dan Pejabat Setara Eselon IV di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

j.- Pejabat Eselon III dan Pejabat Setara Eselon IV di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan; dan

k. Penata Perizinan Ahli Madya dan Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Madya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya’ dala.rn Berita
Daerah Kota Palembang.

D1undangkan d1 Palembang
4 2025
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BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 34




